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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini “Bunga Rampai Hukum Agraria”,
dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi
dalam memperkaya wawasan dan kajian di bidang hukum agraria, khususnya
di tengah dinamika hukum pertanahan yang terus berkembang seiring
kemajuan teknologi dan kompleksitas kebutuhan masyarakat.

Sebagai cabang ilmu hukum vyang bersentuhan langsung dengan
kehidupan sehari-hari, hukum agraria memegang peranan strategis dalam
menjaga keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan dalam pengelolaan
sumber daya tanah. Perubahan regulasi, transformasi digital, dan tantangan
globalisasi menjadi isu yang menuntut perhatian lebih dari para akademisi,
praktisi, dan pembuat kebijakan. Buku ini dirancang untuk menjawab
kebutuhan tersebut dengan menyediakan berbagai perspektif dan analisis
mendalam terhadap isu-isu krusial dalam hukum agraria.

Kumpulan tulisan dalam buku ini merupakan hasil karya para akademisi
dan praktisi hukum yang berkompeten di bidangnya. Dengan mengangkat
tema-tema aktual seperti digitalisasi pendaftaran tanah, perlindungan hukum
terhadap pemegang hak, pemberantasan mafia tanah, hingga kajian
peraturan perundang-undangan terbaru, buku ini diharapkan dapat menjadi
referensi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan.

Sistematika buku Bunga Rampai Hukum Agraria ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan pendekatan empiris yang terdiri atas 44 sub
bab yang dibahas secara detail dan mudah untuk dipahami, diantaranya yakni
Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 Atas
Perpanjangan Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara; Mekanisme Pelepasan
Hak Atas Tanah Milik Perorangan Kepada Negara Akibat Adanya Situs Cagar
Budaya; Hak Istimewa Dalam Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta
Ditinjau Berdasarkan UUPA; Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Keraton
Yogyakarta Dan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Berdasarkan Undang-Undang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2012, dan lain
sebagainya.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan untuk
menyempurnakan karya ini di masa mendatang.



Akhir kata, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini, termasuk
para penulis, editor, dan penerbit. Semoga buku ini dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum agraria di
Indonesia.
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Abstrak

Kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) jangka panjang di Ibu Kota
Nusantara (IKN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2024. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi pertentangan
antara kebijakan tersebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan
putusan Mahkamah Konstitusi serta menganalisis implikasinya terhadap tata
kelola tanah di IKN. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode ini berfokus pada
analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2024, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan ini berpotensi
memperkuat dominasi segelintir pihak atas tanah, mengancam hak-hak
masyarakat, khususnya masyarakat adat, dan menimbulkan ketidakpastian
hukum. Sebagai kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk perlunya
harmonisasi hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harmonisasi
hukum dapat dilakukan melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan,
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan
penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian,
diharapkan dapat tercipta tata kelola tanah yang lebih adil, transparan, dan
berkelanjutan di IKN.
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Abstrak

Pelepasan hak atas tanah merupakan suatu kegiatan pemutusan
hubungan hukum dari pemilik atau pihak yang berhak kepada negara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur
mekanisme pelepasan status hak atas tanah milik perorangan kepada negara
dikarenakan adanya situs cagar budaya. Penelitian dilakukan secara deskriptif
analitis. Data yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, aneka buku terkait dengan agraria, cagar budaya,
hak atas tanah, beberapa jurnal, dan kamus yang mendukung penelitian.
Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan
menyimpulkan data-data yang didapatkan yang dituangkan dalam bentuk
tulisan atau pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
Pelepasan hak atas tanah kepada negara yang terjadi dikarenakan adanya
situs cagar budaya, maka instansi yang berkepentingan melaksanakan
pengurusan adalah Balai Pelestarian Kebudayaan. Proses pengadaan tanah
sebagai langkah untuk perluasan Kawasan situs Candi Cetho, melalui proses
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Ganti untung
yang diberikan kepada pemilik objek pengadaan tanah berupa uang. Proses
pelepasan hak melibatkan notaris dalam pembuatan akta pelepasan hak
sebagai bukti bahwa pemilik objek melepaskan haknya sebagai pemilik tanah.

Kata kunci: pelepasan hak atas tanah, hak atas tanah, situs cagar budaya
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Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas sertipikat elektronik dalam
pendaftaran tanah di Indonesia, dengan fokus pada jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hak kepemilikan di era digital. Sertipikat elektronik
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi risiko
pemalsuan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemilik
tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun
2021, sertipikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan
sertipikat fisik. Pada praktiknya sertipikat elektronik ini, mempunyai
tantangan signifikan muncul, antara lain terkait dengan infrastruktur yang
belum merata, risiko keamanan data, dan rendahnya literasi digital
masyarakat. Selain itu, penerimaan sertipikat elektronik sebagai bukti sah
dalam proses peradilan serta ketidaksinkronan regulasi terkait keamanan
data dan aksesibilitas informasi menjadi hambatan utama. Maka untuk
mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategis seperti sinkronisasi regulasi,
penguatan infrastruktur, dan peningkatan sosialisasi untuk memastikan
penerapan sertipikat elektronik yang efektif serta diakui secara hukum dan
sosial. Berdasarkan Upaya tersebut diharapkan sertipikat elektronik menjadi
instrumen legal yang lebih kuat dalam sistem administrasi pertanahan di
Indonesia.

Kata kunci: Sertipikat Elektronik, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Era
Digital



keamanan data, maupun dari aspek hukum terkait penerimaan di masyarakat
dan di sistem peradilan. Guna untuk mencapai efektivitas maksimal,
diperlukan sosialisasi yang luas, penguatan infrastruktur teknologi, serta
sinkronisasi regulasi agar dapat mengakomodasi seluruh aspek hukum dan
teknis sertipikat elektronik ini. Didasarkan pada upaya-upaya untuk tersebut,
diharapkan sertipikat elektronik dapat berfungsi optimal, meningkatkan
kepercayaan publik, dan memberikan perlindungan hak kepemilikan tanah
yang kuat di era digital.
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Abstrak

Kasus sengketa tanah antara Keraton Yogyakarta dan PT Kereta Api Indonesia
(PT KAI) mencerminkan konflik pengelolaan aset tanah yang melibatkan aspek
historis, administratif, dan hukum. Sengketa ini terkait klaim Keraton atas
tanah Sultan Ground sesuai UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
dan Perda DIY No. 1 Tahun 2017, sementara PT KAl mengklaimnya sebagai
aset perusahaan. Ketidakjelasan status tanah disebabkan kurangnya tertib
administrasi dalam pendataan dan pengelolaan aset, sehingga menimbulkan
perbedaan interpretasi hukum yang mengganggu kepastian hukum. UU
Keistimewaan DIY memberi Keraton hak istimewa untuk mengelola Sultan
Ground, namun implementasinya membutuhkan sinergi regulasi dan
penegakan hukum. Pengembalian hak atas tanah memerlukan putusan
pengadilan yang mendasarkan pada dokumen otentik serta penguatan
mekanisme administrasi yang transparan. Penelitian ini menekankan
pentingnya harmonisasi regulasi dan tertib administrasi untuk menciptakan
kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah secara berkeadilan.

Kata Kunci: Tertib Administrasi, Kepastian Hukum, Pengembalian Hak Atas
Tanah.

Abstract

The land dispute case between the Yogyakarta Palace and PT Kereta Api
Indonesia (PT KAI) reflects a land asset management conflict involving
historical, administrative and legal aspects. This dispute is related to the
Palace's claim to Sultan Ground land in accordance with Law no. 13 of 2012
concerning DIY Specialties and DIY Regional Regulation no. 1 of 2017, while PT
KAl claims it as a company asset. Unclear land status is caused by a lack of
orderly administration in data collection and asset management, giving rise to
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diselesaikan, dampaknya dapat menghambat pembangunan infrastruktur,
merugikan ekonomi lokal, dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Perbaikan sistem administrasi tanah dan penegakan hukum vyang
konsisten sangat penting untuk mencegah konflik serupa di masa depan.
Pengakuan terhadap keistimewaan DIY dalam kerangka hukum nasional
merupakan kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
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Abstrak

Pendaftaran tanah di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin
kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Sistem pendaftaran tanah
konvensional yang telah digunakan selama beberapa dekade menunjukkan
berbagai kelemahan, seperti kerusakan dokumen fisik, risiko kehilangan,
pemalsuan sertifikat, serta data yang tidak akurat. Perkembangan teknologi
digital memberikan solusi melalui penerapan dokumen elektronik atau
sertifikat tanah elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala
BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam
Kegiatan Pendaftaran Tanah. Dokumen elektronik tidak hanya mempercepat
proses administrasi dan peralihan hak atas tanah, tetapi juga meningkatkan
efisiensi, akurasi data, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan
pertanahan. Teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
memverifikasi status tanah secara daring tanpa harus datang ke kantor
pertanahan, sekaligus mengurangi potensi praktik pungutan liar. Meskipun
memiliki  berbagai keunggulan, implementasi dokumen elektronik
menghadapi  tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital,
kesenjangan akses di wilayah terpencil, rendahnya literasi teknologi
masyarakat, dan kebutuhan penguatan perlindungan data pribadi. Strategi
yang mencakup pembangunan infrastruktur digital yang merata, edukasi
masyarakat, serta pengamanan data menjadi langkah penting dalam
mendukung keberhasilan transformasi ini. Dengan pendekatan yang inklusif,
penerapan dokumen elektronik di Indonesia diharapkan mampu menciptakan
sistem pertanahan yang modern, aman, dan berkeadilan, sehingga
mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan aset tanah serta
mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional.
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Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan
rendahnya literasi teknologi masyarakat menggarisbawahi perlunya
pendekatan strategis yang inklusif. Pemerintah harus memastikan bahwa
transformasi ini tidak hanya menguntungkan masyarakat perkotaan, tetapi
juga menjangkau daerah terpencil melalui penguatan infrastruktur dan
edukasi digital. Jika langkah ini dilakukan dengan baik, transformasi dokumen
elektronik tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan pertanahan, tetapi
juga memperkuat keadilan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
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Abstrak

Akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) memiliki peran yang sangat
penting dalam peralihan hak atas tanah sebagai instrumen hukum yang
memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian
ini mengkaji signifikansi akta PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah
serta implikasinya terhadap keabsahan transaksi properti. Penelitian ini
membahas mengenai pentingnya Akta PPAT dalam proses peralihan hak atas
tanah melalui jual beli di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis kedudukan hukum Akta PPAT serta fungsinya sebagai syarat
untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta PPAT
merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan
menjadi syarat mutlak dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah
melalui jual beli. Tanpa adanya Akta PPAT, Kantor Pertanahan tidak dapat
melakukan proses balik nama sertifikat dari penjual kepada pembeli. Akta
PPAT berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah.
Kesimpulannya, Akta PPAT memiliki peran vital dalam sistem pendaftaran
tanah di Indonesia untuk menjamin keabsahan peralihan hak atas tanah.

Kata kunci: Akta PPAT, peralihan hak atas tanah, jual beli tanah,
pendaftaran tanah



di Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang semakin memperkuat posisi
hukum pemilik tanah. Dengan demikian, penggunaan akta PPAT bukan hanya
sebuah formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan keamanan
dan kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan prinsip-prinsip Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA), dengan fokus pada pengelolaan tanah adat, fungsi sosial
tanah, serta perencanaan penggunaan tanah. Penelitian ini akan mengkaji
sistem pertanahan di DIY yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan DIY, serta peran regulasi lokal, seperti Peraturan
Daerah Istimewa (PERDAIS) No. 2 Tahun 2017, dalam menciptakan
keharmonisan antara hukum adat dan hukum Nasional. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis terhadap regulasi
dan kebijakan yang mengatur pengelolaan tanah adat di DIY, serta tinjauan
terhadap harmonisasi antara Undang-Undang Keistimewaan dengan PERDAIS
No. 2 Tahun 2017. Temuan menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam
menyelaraskan keistimewaan DIY dengan prinsip UUPA, khususnya dalam
menjamin hak masyarakat atas tanah dan memastikan keseimbangan antara
nilai adat dan kepentingan Nasional. Namun, hal itu memerlukan upaya untuk
mengembangkan regulasi lokal yang lebih mendalam dan melibatkan institusi
adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pertanahan. Hal ini penting
untuk menyelesaikan konflik pertanahan dan menciptakan keadilan sosial di
DIY.

Kata kunci: Keistimewaan DIY, hukum adat dan UUPA
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dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penghargaan negara terhadap
hukum adat menjadi penting untuk menciptakan harmonisasi regulasi antara
UUPA, UU Keistimewaan, dan Peraturan Daerah Istimewa DIY
(PERDAIS)Prinsip-prinsip seperti fungsi sosial tanah, hak masyarakat atas
tanah, dan perencanaan penggunaan tanah untuk kemakmuran rakyat sering
kali mengalami gesekan dengan nilai-nilai adat yang eksklusif. Maka demikian,
rekonstruksi hukum sebagai langkah antisipasi kepentingan dinamika politis
sangat diperlukan melalui penguatan regulasi lokal dan peran aktif institusi
adat untuk memastikan pengelolaan tanah di DIY tidak hanya melestarikan
nilai budaya, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat luas.
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Abstrak

Transformasi digital dalam hukum agraria merupakan upaya strategis untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi
pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
teknologi digital dalam sistem hukum agraria serta mengevaluasi peran
strategis Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mendukung modernisasi
sistem pertanahan. Melalui pendekatan vyuridis-empiris, penelitian ini
mengkaji implementasi program seperti sertifikat elektronik yang diatur
dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan pendaftaran
tanah sistematis lengkap (PTSL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
digitalisasi mampu mempercepat proses administrasi hingga 40% dan
meningkatkan kepastian hukum sesuai amanat Pasal 19 UUPA. Namun,
beberapa tantangan muncul, seperti kurangnya pelatihan teknis bagi PPAT,
risiko keamanan data elektronik, dan kesenjangan infrastruktur digital di
wilayah terpencil. Kendala ini menciptakan ketimpangan akses layanan
pertanahan digital, yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi hukum agraria memerlukan
penguatan kapasitas PPAT, harmonisasi regulasi, serta peningkatan
infrastruktur digital. Dengan langkah strategis ini, diharapkan tercipta sistem
pertanahan yang modern, inklusif, dan berkeadilan.

Kata kunci: Hukum Agraria, Digitalisasi, Sertifikat Elektronik dan PPAT



sesuai dengan amanat Pasal 19 UUPA. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
memegang peran vital digitalisasi pada PTSL agraria dalam memastikan
keakuratan dan keamanan transaksi tanah secara elektronik.

Penguatan kapasitas PPAT diperlukan agar digitalitasi pengelolaan
sertipikat tanah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. PPAT
bertugas memastikan keabsahan dokumen dalam setiap proses peralihan hak
atas tanah, termasuk pembuatan akta autentik. Kontribusi adaptif PPAT
terhadap inovasi digital menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem
agraria yang modern dan terpercaya. Peran strategis PPAT dapat berupa
harmonisasi regulasi, peningkatan infrastruktur digital, serta kolaborasi
antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa reformasi
agraria berbasis digital ini dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan. Hal ini
dapat mendukung pembangunan nasional yang lebih adil dan merata.
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Abstrak

Persoalan tentang pengukuran tanah di Indonesia telah menjadi masalah
dari sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-pokok Agraria, berkenaan dengan pengukuran tanah, banyak hal yang
harus diperhatikan untuk menjangkau tanah- tanah yang selama ini
mempunyai masalah yang berkepanjangan, pembuatan akta jual beli dalam
proses jual beli tanah di Indonesia mempunyai akibat hukum yang sangat
penting guna terjadinya proses jual beli yang mempunyai kepastian hukum.
Penyelesaian sengketa, merupakan isu yang selalu muncul dari masa ke masa
seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan, pembangunan dan
meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal
dasar dalam berbagai kepentingan. Penerapan untuk menyelesaikan
permasalahan tanah sangat tidak mudah dan dibutuhkan pengetahuan,
karena tanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, kebebasan, serta
harkat dirinya sebagai manusia (Rachman 2018, 5).

Di Indonesia ini sering terjadi permasalahan mengenai ukuran tanah yang
terkadang tidak sesuai dengan sertipikat yang dimiliki. yang sudah ada. Jadi
diperlukan pengukuran ulang agar sertipikat tersebut sesuai dengan ukuran
sertipikat tanah yang sebenarnya. Sengketa batas adalah salah satu
permasalahan pertanahan yang sering terjadi dan jarang mendapatkan
penyelesaian yang bisa diharapkan oleh para pihak. Pengukuran ulang bisa
digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa batas. Penyelesaian
dengan cara ini dapat dilakukan apabila tanah yang bersengketa sudah
bersertifikat.

Kata kunci: Pengukuran, Tanah, Jual-Beli
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital dalam sistem
sertifikat tanah, khususnya penerapan sertifikat elektronik sebagai pengganti
sertifikat konvensional. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan data kepemilikan tanah,
sekaligus mengurangi waktu proses pendaftaran hingga 30% dan menekan
angka pemalsuan sertifikat. Penelitian ini akan mengkaji tantangan yang
dihadapi dalam penerapan e-sertifikat, seperti resistensi masyarakat,
keamanan siber, dan kesiapan infrastruktur teknologi. Selain itu, solusi
potensial untuk meningkatkan efektivitas dan keandalan sistem juga dibahas
secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi regulasi, kebijakan,
dan implementasi teknologi dalam sistem sertifikat elektronik. Temuan
menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur digital yang merata,
edukasi publik mengenai manfaat dan keamanan e-sertifikat, serta
harmonisasi regulasi yang adaptif menjadi langkah kunci dalam memastikan
keberhasilan implementasi sistem ini. Namun, hal itu memerlukan upaya
kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk
menciptakan sistem administrasi pertanahan yang lebih efisien, aman, dan
akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan transformasi sistem
sertifikat elektronik dapat mendukung reformasi pertanahan dan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan di era digital.
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Abstrak

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta mengenai
pertanahan harus memiliki kemampuan khusus dibidang pertanahan agar
akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari
mengingat akta yang dibuatnya dapat digunakan sebagai alat bukti telah
terjadinya perbuatan hukum pengalihan hak maupun pembatalan hak atas
tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap
Akta jual beli yang dibuat oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara yang dibatalkan oleh putusan. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara
menelaah atau meneliti pendekatan-pendekatan teori-teori, konsep-konsep,
mengkaji peraturan perundang-undangan vyang bersangkutan dengan
penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian yang
digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan
bahwa camat memiliki kewajiban untuk memeriksa dengan teliti semua
dokumen yang terkait dengan transaksi jual beli tanah, memastikan bahwa
informasi yang tercatat dalam akta tersebut adalah benar dan akurat, serta
mengikuti prosedur pendaftaran yang benar. Jika akta jual beli tanah
dibatalkan oleh pengadilan karena adanya cacat formal atau cacat materiil,
tanggung jawab mereka termasuk mengakui pembatalan tersebut,
pembatalan akta jual beli biasanya merupakan proses hukum, dan
memerlukan keterlibatan otoritas terkait.

Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Akta, Pengadilan
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Abstrak

Tanah merupakan salah satu bagian penting dari manusia yang tidak dapat
dipisahkan, manusia. Mengetahui pentingnya tanah bagi keberlangsungan
hidup manusia, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang tanah.
Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang tanah tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin
berkembang, maka begitu pula dengan pertanahan di Indonesia, terutama
berhubungan dengan administrasi tanah dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Peraturan baru
ini membawa sejumlah perubahan yang menjadi tantangan tersendiri
terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat yang ditunjuk
oleh negara dalam mengurusi perihal administrasi pertanahan. Melalui
pendekatan yuridis normatif, peranan PPAT dalam peraturan yang baru dapat
disimpulkan bahwa salah satu peran PPAT adalah melakukan validasi
terhadap sertifikat tanah yang terdapat dalam sertipikat elektronik dengan
sertipikat yang aslinya, selain itu PPAT bersama dengan BPN demi tercapainya
sistem yang transparan dan efisien.

Kata kunci: tanah, sertipikat, elektronik, PPAT, dampak

Abstract

Land is an important part of humans that cannot be separated, humans.
Knowing the importance of land for human survival, it is necessary to have
regulations governing land. In Indonesia, regulations governing land are
stated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. Along
with the development of the times, technology is increasingly developing, so is
land in Indonesia, especially related to land administration with the issuance
of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head
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Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep dan implementasi Bank Tanah di Indonesia
serta perbandingannya dengan negara lain, khususnya Amerika Serikat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Bank Tanah di
Indonesia, membandingkan pengaturannya dengan yang ada di Amerika
Serikat, serta menyusun konsep ideal Bank Tanah yang dapat diterapkan di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perbandingan hukum dan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun Bank Tanah di Indonesia memiliki tujuan yang
sama dengan di Amerika Serikat, yaitu pengelolaan tanah untuk kepentingan
publik, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan operasional dan
regulasi. Di Indonesia, Bank Tanah lebih terpusat dan fokus pada kepentingan
sosial, sementara di Amerika Serikat lebih desentralisasi dan dapat berfungsi
sebagai lembaga keuangan. Konsep ideal Bank Tanah di Indonesia harus
mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dengan
penguatan peran Notaris/PPAT dan integrasi sistem informasi tanah yang
lebih baik. Penelitian ini menyarankan pentingnya kolaborasi antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan Bank Tanah
yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Bank Tanah, Pengelolaan Tanah, Keadilan Sosial, Transparansi,
Perbandingan Hukum, Indonesia, Amerika Serikat

Abstract

This research examines the concept and implementation of Land Banks in
Indonesia as well as comparisons with other countries, especially the United
States. The aim of this research is to analyze Land Bank policies in Indonesia,
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Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan publik dalam memfasilitasi
transformasi digital pendaftaran tanah di Indonesia serta penelitian ini
menganalisis tantangan dan efektifitas implementasi aplikasi “Sentuh
Tanahku”. Kebijakan seperti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) dan sertipikat elektronik tanah bertujuan meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Implementasi kebijakan ini
menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi
organisasi, dan masalah integrasi data. Metode penelitian melibatkan analisis
literatur dan evaluasi berbasis indikator keberhasilan kebijakan, seperti
efisiensi, transparansi, inklusivitas, dan keterjangkauan teknologi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak positif, tetapi
implementasinya belum sepenuhnya merata. Untuk mempercepat
transformasi digital, direkomendasikan penguatan infrastruktur teknologi,
pelatihan sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini
memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki
kebijakan transformasi digital di sektor pertanahan. Sehingga dapat
menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu mempercepat proses pendaftaran
serta mengurangi birokrasi, seperti kurangnya literasi digital di kalangan
masyarakat yang belum merata masih menjadi kendala signifikan.
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Abstrak

Sertipikat tanah elektronik merupakan bagian dari transformasi sistem
pendaftaran tanah yang diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan
pada sistem tradisional. Namun, meskipun sertipikat elektronik menawarkan
berbagai keuntungan, penerapannya dihadapkan pada sejumlah tantangan
besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi
tantangan dalam penerapan sertipikat tanah elektronik untuk mewujudkan
layanan yang lebih aman, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji tantangan serta solusi dalam penerapan
transformasi elektronik pada pendaftaran tanah. Untuk menganalisis
penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
yang menggunakan penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-
undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai
tantangan dalam transformasi elektronik pada pendaftaran tanah seperti
ketidakmerataan infrastruktur internet, keamanan siber, rendahnya literasi
digital, serta penyesuaian regulasi masih perlu diatasi. Untuk menjawab
tantangan tersebut, pemerintah berupaya memperbaiki infrastruktur,
meningkatkan pelatihan bagi sumber daya manusia terkait dengan digitalisasi,
serta memastikan kepatuhan hukum. Pemerintah juga telah mempersiapkan
langkah-langkah untuk menjamin perlindungan hukum melalui regulasi yang
ada.

Kata kunci: Teknologi, Transformasi Elektronik, Pendaftaran Tanah
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Abstrak

Kajian ini dipicu oleh pengamatan adanya disparitas antara kerangka hukum
yang mengatur pengenaan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dengan penerapan praktisnya dalam transaksi jual beli tanah di lingkungan
Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana basis
BPHTB ditentukan dalam transaksi jual beli dan mengidentifikasi hambatan
utama yang dihadapi dalam proses ini. Dengan menggunakan pendekatan
yuridis empiris, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang
relevan melalui kacamata yuridis sekaligus meneliti perilaku masyarakat
melalui kacamata empiris. Temuan mengungkapkan bahwa praktik BPKPAD
(Dinas Pendapatan Daerah) saat ini dalam menentukan basis BPHTB tidak
sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022. Secara khusus, BPKPAD secara sepihak
menetapkan nilai perolehan atau harga transaksi, mempengaruhi penerapan
sistem pemungutan pajak BPHTB penilaian mandiri sebagai lawan dari sistem
penilaian resmi. Pembeli tanah harus menerima ketetapan nilai perolehan
objek pajak atau harga transaksi yang ditetapkan oleh BPKPAD.

Kata kunci: BPHTB, tanah, kepastian hukum
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ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, memberikan kemudahan
dalam berbagai bidang. Salah satunya, terobosan baru dalam pelayanan
Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional
mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Sertifikat Elektronik namun, kurangnya sosialisasi dan pemahaman
masyarakat awam mengenai perubahan sertifikat konvensional atau sertifikat
fisik ke sertifikat elektronik. Dimana akan ada penarikan sertifikat fisik
sehingga memberikan keraguan kepada masyarakat mengenai kepastian
hukum yang berlaku pada sertifikat elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kepastian hukum sertifikat elektronik atas kepemilikan hak atas
tanah di Indonesia. Sertifikat elektronik sebagai inovasi dalam sistem
pertanahan Indonesia diharapkan dapat memberikan solusi terhadap
berbagai permasalahan administrasi pertanahan, termasuk sengketa tanah
dan pemalsuan dokumen. Namun, implementasi sertifikat elektronik ini
memerlukan kajian yang mendalam terkait dengan pengaturan hukum yang
berlaku serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini
mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan
sertifikat elektronik, termasuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sertifikat Elektronik, serta Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
mendukung validitas dokumen elektronik. Penelitian ini juga membahas
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti validitas dan keberlakuan aturan
pinjam nama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020
yang mengatur mengenai status kepemilikan tanah pasca perjanjian pinjam
nama dinyatakan batal demi hukum oleh karena tidak memenuhi Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara kasat mata, dalam aturan
tersebut nampak tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan
terlihat menguntungkan salah satu pihak. Penelitian ini adalah penelitian
normatif bersifat evaluatif, menggunakan bahan hukum bahan hukum primer
dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi
pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme
deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pinjam nama dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tidak memenuhi
parameter validitas yang menyatakan aturan valid apabila bersesuaian
dengan aturan yang lebih tinggi dan karena sebagai diskresi, maka dikatakan
valid apabila telah memenuhi tujuan diskresi yaitu melancarkan
penyelenggaraan pemerintahan dan mengisi kekosongan hukum, sehingga
sudah seharusnya tidak diberlakukan. Selanjutnya harapan dari penulisan ini
kiranya Mahkamah Agung mencabut aturan yang berkaitan dengan pinjam
nama tersebut.
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dilakukan analisis oleh penulis, pada kenyataannya aturan pinjam nama
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak memenuhi aspek
validitasnya sebagai sebuah aturan atau kebijakan. Dengan demikian, sudah
seharusnya dicabut dan tidak diberlakukan di ranah pengadilan karena akan
semakin menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.
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Abstrak

Verifikasi identitas penghadap merupakan tanggung jawab utama Notaris
untuk memastikan keaslian data dalam pembuatan akta otentik. Namun,
metode verifikasi manual sering kali tidak memadai, sehingga meningkatkan
risiko kesalahan dan pemalsuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis
penerapan sistem Electronic Know Your Customer (E-KYC) berbasis teknologi
sebagai solusi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan dalam
proses verifikasi identitas oleh Notaris. Dengan menggunakan pendekatan
hukum normatif, penelitian ini menganalisis regulasi dan doktrin hukum yang
relevan melalui metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi manfaat dan
tantangan penerapan E-KYC dalam praktik kenotariatan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan E-KYC mempercepat proses verifikasi,
meningkatkan keamanan, transparansi, dan integritas dokumen, serta
mengurangi potensi pemalsuan identitas. Rekomendasi penelitian ini
mencakup integrasi E-KYC secara menyeluruh ke dalam sistem kenotariatan,
peningkatan regulasi pendukung, serta pelatihan Notaris untuk
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi memperkuat kepercayaan
publik terhadap profesi Notaris.

Kata Kunci: E-KYC, Notaris, Pemalsuan ldentitas, Kenotariatan

Abstract

The verification of the appearer’s identity is a primary responsibility of
Notaries to ensure the authenticity of data in the creation of authentic deeds.
However, manual verification methods are often insufficient, increasing the
risk of errors and fraud. This study aims to analysed the implementation of the
technology-based Electronic Know Your Customer (E-KYC) system as a solution
to enhance accuracy, efficiency, and security in identity verification processes
conducted by Notaries. Using a normative legal research approach, this study
examines relevant regulations and legal doctrines through statutory and



verifikasi identitas sekaligus mencegah pemalsuan data dan tindakan kriminal
lainnya dalam pembuatan akta otentik.
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Abstrak

Perubahan kebijakan pertanahan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja telah membawa dampak signifikan terhadap tata
kelola pertanahan di Indonesia. Kebijakan ini mencakup percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penerapan sertifikat tanah
elektronik, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara
non-litigasi. Dalam implementasinya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
memainkan peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah
dan masyarakat. Digitalisasi pertanahan melalui sertifikat elektronik
membawa peluang efisiensi dan transparansi, namun menghadirkan
tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, literasi teknologi, dan
koordinasi antar pemangku kepentingan. Studi ini menyoroti dampak
kebijakan terhadap peran PPAT, tantangan yang dihadapi, serta solusi
strategis untuk meningkatkan implementasi kebijakan. Penguatan kapasitas
teknis PPAT melalui pelatihan, penyediaan infrastruktur yang merata, dan
edukasi publik menjadi langkah penting. Kesimpulannya, optimalisasi peran
PPAT sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang
transparan, efisien, dan berkeadilan guna mendukung pembangunan nasional
yang berkelanjutan.

Kata kunci: PPAT, Kebijakan Pertanahan dan Digitalisasi

Abstract

The changes in land policy following Law No. 11 of 2020 on Job Creation have
significantly impacted land governance in Indonesia. The policy includes the
acceleration of Systematic Land Registration (PTSL), implementation of
electronic land certificates, and strengthening non-litigation mechanisms for



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan
kebijakan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pertanahan di
Indonesia. Transformasi ini mencakup percepatan pendaftaran tanah melalui
program PTSL, penerapan sertifikat tanah elektronik, serta penguatan
mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi. Perubahan
tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi administrasi,
mempercepat pelayanan, dan menciptakan kepastian hukum. Namun,
implementasinya juga menghadirkan tantangan, seperti keterbatasan
infrastruktur teknologi, kurangnya literasi hukum dan teknologi di kalangan
PPAT dan masyarakat, serta perlunya peningkatan koordinasi antar
pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas
PPAT melalui pelatihan intensif, peningkatan akses terhadap teknologi digital
yang merata, dan edukasi kepada masyarakat agar memahami tata cara baru
dalam pengelolaan tanah. Optimalisasi peran PPAT sangat penting untuk
memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan tata
kelola pertanahan yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Dengan
dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi yang erat antara PPAT,
pemerintah, dan masyarakat, transformasi kebijakan ini diharapkan dapat
mendukung keberlanjutan pembangunan nasional serta mewujudkan
keadilan sosial di bidang pertanahan.
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Abstrak

Masalah mafia tanah telah menjadi ancaman serius bagi kepastian hukum
dan hak kepemilikan tanah di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk
menganalisis upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah
melalui implementasi sertifikat tanah elektronik. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif,
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi
literatur terkait. Sertifikat elektronik, yang diinisiasi oleh pemerintah melalui
digitalisasi layanan pertanahan, diharapkan mampu meningkatkan
transparansi, efisiensi, dan keamanan administrasi pertanahan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sertifikat elektronik dapat
mengurangi peluang terjadinya pemalsuan dokumen dan praktik penipuan.
Selain itu, sistem digital ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat
bagi masyarakat dalam mengelola hak atas tanahnya. Namun, tantangan
seperti kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, serta
perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama untuk memastikan
keberhasilan program ini. Kesimpulan artikel ini menegaskan pentingnya
dukungan regulasi yang kuat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan
kolaborasi lintas sektor untuk memberantas mafia tanah secara komprehensif.

Kata kunci: mafia tanah, sertifikat elektronik, pencegahan, pemberantasan,
dan digitalisasi pertanahan
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Abstrak

Pemberantasan mafia tanah di Indonesia menjadi isu krusial dalam
meningkatkan sistem administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel.
Salah satu solusi yang diperkenalkan adalah sertifikat elektronik (e-sertifikat),
yang diharapkan dapat menggantikan sertifikat fisik dan meminimalkan
potensi pemalsuan serta manipulasi data kepemilikan tanah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis doktrinal untuk menganalisis regulasi yang
ada, serta mengeksplorasi peran teknologi dalam pencegahan praktik mafia
tanah. Pembahasan mencakup dasar hukum penerapan sertifikat elektronik,
mekanisme penerbitan yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 1 Tahun 2021, serta tantangan implementasi, seperti infrastruktur
teknologi yang belum merata dan rendahnya literasi digital masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun e-sertifikat dapat mengurangi
potensi penyalahgunaan, tantangan seperti ketimpangan akses teknologi dan
kurangnya sosialisasi masih menghambat efektivitasnya. Kesimpulannya,
untuk mengoptimalkan pemberantasan mafia tanah, diperlukan sinergi
antara regulasi yang kuat, penguatan infrastruktur digital, dan pendidikan
masyarakat tentang manfaat sertifikat elektronik.

Kata kunci: Sertifikasi Elektronik, Mafia Tanah, Administrasi Pertanahan

Abstract

The eradication of land mafia in Indonesia is a crucial issue in improving the
transparent and accountable land administration system. One of the solutions
introduced is the electronic certificate (e-certificate), which is expected to
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sertifikat) dan peningkatan koordinasi antar lembaga negara, masih terdapat
tantangan besar yang harus dihadapi. Mafia tanah seringkali memanfaatkan
celah hukum dan birokrasi yang lemah untuk melakukan praktik ilegal mereka.
Untuk itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan sistem
pengawasan yang lebih transparan, serta penguatan kapasitas literasi digital
di masyarakat agar lebih mudah dalam mengakses dan memverifikasi
informasi terkait kepemilikan tanah. Selain itu, keterlibatan masyarakat
dalam pengawasan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,
menjadi kunci dalam mempersempit ruang gerak mafia tanah. Dengan
mengoptimalkan teknologi, memperbaiki sistem hukum, dan meningkatkan
kesadaran masyarakat, diharapkan praktik mafia tanah dapat diminimalisir
dan pengelolaan aset tanah di Indonesia menjadi lebih aman dan transparan.
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Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap
pemegang hak atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari
pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data Penelitian ini
sepenuhnya merupakan penelitian ini merupakan penelitian hukum
Normatof menggunakan bahan hukum kepustakaan (library reseach), yaitu
dengan membaca buku ilmiah, jurnal, serta buku-buku yang lain yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas yakni bagaimana pendaftaran tanah
memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak, serta bagaimana
Undang-Undang memberikan perlindungan hukum bagi para pemegangnya.
Hasil dari Penelitian ini adalah, sistem publikasi secara positif dapat
memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Kedua Undang-
undang Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak
mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh
orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik
nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang
mendapat persetujuannya

Kata kunci: perlindungan hukum, sertipikat, sistem publikasi
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Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi sertifikat elektronik sebagai solusi
modernisasi pendaftaran tanah di Indonesia, dengan fokus pada analisis
kesiapan masyarakat dan kendala yang dihadapi dalam era digital. Artikel ini
mengkaji tentang sertifikat elektronik sebagai solusi modernisasi pendaftaran
tanah di era digital. Metode yang digunakan adalah empiris, yaitu penelitian
hukum yang didasarkan pada data sekunder yang dilanjutkan dengan data
primer melalui penelitian kepustakaan dan memadukannya dengan data
lapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diterapkan dengan
penelusuran dokumen dan penelitian literatur terkait masalah pendaftaran
tanah. Temuan menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat untuk beralih ke
sertifikat elektronik dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan
persepsi terhadap keamanan serta keabsahan data digital. Kendala utama
yang diidentifikasi meliputi infrastruktur teknologi yang belum memadai,
tantangan hukum dan regulasi, serta hambatan sosial dan budaya. Namun hal
itu memerlukan upaya strategi edukasi dan sosialisasi yang komprehensif,
pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik, serta penyusunan
regulasi yang mendukung perlindungan data. Implikasi dari temuan ini
menunjukkan perlunya kebijakan pendaftaran tanah yang responsif terhadap
kebutuhan masyarakat lokal untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi
dalam sistem pendaftaran tanah elektronik. Penelitian ini juga menyarankan
perlunya studi lebih lanjut mengenai dampak sosial dari implementasi
sertifikat elektronik dan evaluasi program edukasi yang telah dilaksanakan.
Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, diharapkan proses
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian bagi hasil tanah
pertanian di Indonesia dengan meninjau dari segi peraturan perundang-
undangan dan hukum kebiasaan yang berlaku. Perjanjian bagi hasil
merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap
yang sangat umum di sektor pertanian, namun sering kali tidak memiliki
perlindungan hukum yang memadai, terutama ketika dilakukan secara lisan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem perjanjian bagi
hasil tanah pertanian di Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada Kabupaten
Kolaka ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana sistem perjanjian bagi
hasil pertanian di Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka
ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan. Metode
yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan
pemangku kepentingan, seperti petani, pemilik lahan, dan pejabat desa. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil diatur oleh Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1960, praktik yang berlaku di masyarakat lebih
mengandalkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan memberikan nilai-nilai
lokal yang mendasari hubungan antara petani dengan pemilik lahan, namun
tantangan seperti kurangnya dokumentasi dan perbedaan interpretasi sering
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Abstrak

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Aset Desa, menjelaskan bahwa Tanah Bengkok merupakan tanah kas desa
yang asal usulnya digunakan untuk gaji aparatur pemerintah desa dan belum
digunakan untuk fasilitas pemerintah, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Tanah Bengkok ini dijadikan sebagai kompensasi gaji bagi pamong desa atau
perangkat desa yang sedang menjabat. Banyak terjadi alih fungsi kepemilikan
Tanah Bengkok ini dilakukan oleh pamong desa atau perangkat desa seperti
pada desa Wuled kabupaten Pekalongan ini. Tanah Bengkok yang seharusnya
pengelolaannya untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan keperluan
desa, namun disalahgunakan untuk keuntungan pribadi saja. Dalam konteks
pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Wuled, Kabupaten Pekalongan, terdapat
kelemahan signifikan dalam penerapan sistem pengawasan dan transparansi.
Meskipun regulasi telah diatur, praktik alih fungsi Tanah Bengkok seringkali
disalahgunakan untuk keuntungan pribadi oleh pamong desa atau perangkat
desa. Artikel ini mengidentifikasi celah dalam penelitian terkait efektivitas
pengawasan dan transparansi, serta pentingnya mekanisme yang lebih kuat
untuk mencegah penyalahgunaan. Penelitian ini menyoroti kebutuhan akan
sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan, serta keterlibatan
masyarakat yang lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan Tanah
Bengkok sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui penyelesaian yang digunakan dalam sengketa alih
fungsi Tanah Bengkok di Desa Wuled Kabupaten Pekalongan. Metode
pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, dengan jenis penelitian
Kualitatif. Metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis.
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Abstrak

Era digital merupakan kondisi dimana kehidupan dipermudah dengan adanya
teknologi agar lebih praktis dan modern. Begitu pula di pertanahan juga
mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai
pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum hak atas tanah
dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.
Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal dengan sumber hukum
sekunder dan data diperoleh melalui studi pustaka dengan analisis data
kualitatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan di era digital dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern adalah penggunaan
sertifikat tanah elektronik, dimana sertipikat tanah elektronik dapat
memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah dan meminimalisir mafia
tanah dan sengketa pertanahan, tetapi kebijakan tersebut perlu terus
dibenahi dengan cara pemerintah tetap melaksanakan program pendaftaran
tanah yang harus diutamakan atau diselesaikan terlebih dahulu karena
sertifikat tanah merupakan bukti hak yang diberikan pada tahap akhir,
sehingga setelah seluruh tanah tersebut didaftarkan maka baru dapat
dilakukan modernisasi pelayanan pertanahan, termasuk sertifikat tanah
elektroniknya.

Kata Kunci: kepastian hukum, hak atas tanah, sertifikat elektronik

Abstract

The digital era is a condition where life is facilitated by technology to be more
practical and modern. Likewise, the land also realizes the modernization of
electronic-based land services, up to the documents produced in the form of
electronic documents. The purpose of this study is to analyze the legal
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Abstrak

Pendaftaran tanah secara elektronik merupakan upaya modernisasi dalam
administrasi pertanahan nasional untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,
dan kepastian hukum dalam pengelolaan hak atas tanah. Transformasi ini
mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi sesuai dengan
perkembangan era digital. Namun, dalam implementasinya menghadapi
tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kebutuhan
infrastruktur teknologi yang memadai, dan kekhawatiran terkait keamanan
data elektronik. Sehingga dalam kajian ini menggunakan metode penelitian
yang hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang dimana
memfokuskan pada kajian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan pendaftaran tanah yang akan dilakukan sejak ditetapkannya
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat
Elektronik dan mengetahui apa saja kendala dalam melaksanakan
pendaftaran tanah secara elektronik ini. Kajian ini mengidentifikasi aspek
hukum, teknis, dan sosial dalam pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik
serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut guna
menciptakan sistem pertanahan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pendaftaran tanah, Pertanahan, Sertifikat Elektronik
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Abstrak

Reformasi pendaftaran tanah di era digital menghadirkan inovasi baru berupa
sertifikat elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan,
dan keamanan data kepemilikan tanah. Ada berbagai kemungkinan untuk
sertifikat elektronik. Mempercepat proses pendaftaran tanah, mengurangi
risiko pemalsuan dokumen, dan memudahkan akses data kepada pemangku
kepentingan melalui sistem yang terintegrasi. Namun penerapan sertifikat
elektronik juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain kekhawatiran
terhadap keamanan data digital, kesenjangan akses teknologi antar wilayah,
dan penolakan masyarakat terhadap perubahan sistem tradisional. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan/kendala yang dihadapi
dalam penerapan sertifikat elektronik dalam reformasi pendaftaran tanah di
era digital dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang
sertifikat hak atas tanah elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan
hukum normatif dengan tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-
undangan dan norma hukum mengenai penerapan sertifikat elektronik dalam
reformasi pendaftaran tanah di era digital. Pendekatan yang digunakan
meliputi pendekatan hukum yang fokus pada analisis Undang-Undang Agraria
Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Sertifikat Elektronik, dan peraturan lain
yang mendasari penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan lahan.
Penerapan sertifikat tanah elektronik oleh Kementerian ATR/BPN merupakan
bagian dari Program Reforma Agraria yang bertujuan mempercepat,
mengamankan, dan mempermudah proses pendaftaran tanah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Sertifikat Elektronik.
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masyarakat dapat sepenuhnya percaya pada sistem baru ini. Dengan berbagai
perbaikan ini, diharapkan sertifikat tanah elektronik dapat berjalan sesuai
harapan, memberikan perlindungan dari mafia tanah, serta meminimalkan
risiko kehilangan dokumen akibat bencana alam.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penyelesaian
sengketa sertipikat ganda hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap (PTSL). Penelitian yang digunakan dalam metode
penelitian ini menggunakan penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan teknik
studi dokumen yang digunakan sebagai pengumpulan data, selanjutnya
terkait teknik analisis data memakai analisis metode deduksi interpretasi yang
digunakan untuk menuntaskan masalah topik pada penelitian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Dalam rangka mengurangi permasalahan
sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah,
Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam
pengurusan sertifikat Hak atas Tanah. PTSL memberikan kesempatan untuk
memperbaiki sistem administrasi pertanahan yang ada, serta mengurangi
potensi terjadinya sengketa tanah. Dengan mendaftarkan seluruh bidang
tanah dan memverifikasi kepemilikan secara sistematik dan lengkap, program
ini dapat menghindari munculnya masalah hukum terkait sertipikat ganda
dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Kata kunci: Penyelesaian, Sengketa Tanah, Sertifikat ganda, PTSL
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Abstrak

Dalam rangka menyelesaikan persoalan pendaftaran tanah konvensional yang
membutuhkan waktu dan biaya lebih, serta kerusakan pada sertipikat analog,
pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
mengakomodasi dinamika kebutuhan masyarakat saat ini. Transformasi
sertipikat tanah analog menjadi elektronik bukanlah sesuatu yang mudah
untuk dilakukan. Maka melalui tulisan ini, penulis akan mengkaji tantangan
yang lebih lanjut serta peluang pemberlakuan sertipikat elektronik dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research),
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tantangan yang harus dihadapi dalam pemberlakuan
sertifikat elektronik adalah adanya keraguan dari masyarakat atas keamanan
sertipikat elektronik, dan keterbatasan akses terhadap teknologi dan
informasi. sertipikat elektronik tanah dapat tetap diberlakukan meski
dilakukan secara bertahap. Adapun hal yang mendasarinya adalah Dirjen
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementrian ATR/BPN menjelaskan
bahwa keamanan sertipikat elektronik dilakukan dengan: (i) menerapkan
standar 1SO 27001, (ii) Menggunakan metode enkripsi terhadap semua data,
baik yang disimpan, ditransfer, maupun diproses oleh sistem ATR/BPN.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Sertipikat Tanah, Peluang dan Tantangan

Abstract

In order to solve the problems of conventional land registration that requires
more time and money, as well as damage to analog certificates, the
government through the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial
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pendekatan perlindungan data pribadi, sehingga hanya informasi tertentu
yang dapat diakses publik.
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Abstrak

Tanah di wilayah Baluwarti, Kraton Kasunanan Surakarta, memiliki nilai
strategis sebagai sumber daya ekonomi, simbol kekuasaan, dan warisan
budaya. Namun, status hukum tanah ini menjadi sengketa yang melibatkan
pemerintah Kota Surakarta, Kraton Kasunanan, dan masyarakat setempat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tanah
Baluwarti berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun
1960 dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan tanah eks-kerajaan melalui
pendekatan keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan
empiris dengan wawancara, analisis dokumen hukum, dan studi lapangan.
Pembahasan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UUPA memberikan
kewenangan negara untuk mengatur sumber daya alam (Pasal 2 ayat 2),
implementasinya sering kali mengabaikan hak masyarakat adat yang tidak
memiliki sertifikat resmi. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1988 mengenai
restitusi aset kerajaan dan kebijakan keraton, seperti Surat Palilah Griya
Pasiten, memperjelas hubungan sewa tanah dengan masyarakat setempat,
namun menimbulkan konflik baru karena ketidakseimbangan kekuasaan dan
perbedaan interpretasi hukum. Penelitian ini menawarkan perspektif baru
terkait rekonstruksi kebijakan tanah tradisional di Indonesia, dengan harapan
mendorong pengelolaan yang lebih adil dan inklusif.
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Abstrak

Dalam praktik, terdapat beberapa permasalahan mengenai sertifikat hak atas
tanah salah satunya adalah dengan adanya sertifikat ganda (overlapping).
Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji mengenai bagaimana akibat
hukum yang timbul dengan adanya sertipikat ganda dan bagaimana Badan
Pertanahan Nasional bertanggungjawab atas hal tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dimana bahan hukum dikumpulkan
dengan membaca buku-buku ilmiah, jurnal, serta buku-buku yang lain yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Akibat hukum dari adanya sertipikat
tanah ganda adalah tidak akan tercapainya kepastian hukum untuk para
pemegang hak atas tanah dan tanggung jawab BPN sebagai Lembaga yang
berwenang berupa tanggung jawab secara pribadi menjalankan putusan TUN,
serta tanggungjawab institusional dengan menganalisis faktor yang
menyebabkan adanya sengketa tersebut.

Kata kunci: Sertipikat hak atas tanah, Sertifikat ganda, Badan Pertanahan
Nasional

Abstract

In practice, there are several problems regarding land title certificates, one of
which is the existence of gadana (overlapping) certificates. Through this
research, researchers want to examine how the legal consequences arise from
the existence of double certificates and how the National Land Agency is
responsible for this. This research is normative legal research where legal
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Bunga Rampot

HUKUM AGRARIA

Buku ini merupakan kumpulan tulisan akademik yang
mengkaji berbagai persoalan hukum agraria di Indonesia dari
perspektif teoritis, normatif, dan praktis. Hukum agraria sebagai
cabang hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tanah,
air, ruang angkasa, serta sumber daya alam yang terkandung di
dalamnya memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan,
kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui
berbagai pembahasan yang sistematis, buku ini memberikan
pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum
agraria yang berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA), termasuk pengaturan hak atas tanah, penguasaan sumber
daya alam, serta fungsi sosial tanah dalam pembangunan
nasional.Beragam isu strategis yang menjadi perhatian dalam
perkembangan hukum agraria turut dibahas, seperti reforma
agraria, pendaftaran tanah, sengketa pertanahan, pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, perlindungan hak masyarakat
adat, serta dinamika kebijakan pertanahan di era modern. Buku ini
juga mengulas tantangan yang muncul akibat meningkatnya
kebutuhan lahan untuk pembangunan, investasi, dan pemanfaatan
sumber daya alam yang sering kali menimbulkan konflik
kepentingan. Dengan pendekatan multidisipliner, setiap tulisan
berupaya menawarkan analisis kritis sekaligus solusi terhadap
berbagai permasalahan agraria yang berkembang di tengah
masyarakat.




